
BUPATI TAPIN
PROVIilSI KALIMANTAIT SELATAIY

PERATURAN BUPATI TAPIIT
IYOMOR 30 TAIIUN 2O1S

TENTAITG

PETUN.IuK PELIIKSAITAAIT PA"INT REKL/U}IE
DI I(ABUPATEN TAPIIY

DENGAN RATI}IAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI T/IPN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (a) dan Pasal 27 ayat
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2Ol2 tentang Pajak Daeratr, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 06 Tahun 2Ol4 tentang Penrbatran Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tatrun
2Ol2 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daeratr Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L9:99 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 385 1);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20tl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

ort
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5.

6.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2Ol4 tentang
Aparahrr Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun ZOL+ Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiJ
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14O, Tambahan I;embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peratuntn Pemerintatr Nomor 79 Tatrun 2OOs
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesih Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT
tentang Pembagian Unrsan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lg
Tatrun 2006 tentang Pedoman pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah
beberapa kali, teraktrir dengan Perattrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLt
tentang Penrbahan Kedua atas Peraturarr

7.

8.

9.

10.

11.
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentarrg Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20tt
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2Ot4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daeratr;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O4
Tahun 2OO8 tentang Umsan Pemerintatran
Daeratr Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2008 tentang Pembentrrkan Organlsasi
dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penrbahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tatrun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2Ol2 tentang Pajak Daerah, sebagaimana
telati diubatr dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor O6 Tatrun 2Ol+ tentang
Perubatran Atas Peratrrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor L4 Tahun 2OL2 tentang Pqiak
Daerah;

L7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 1 1 Tahun 2OL2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daeratr;

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tatrun 2Ol4
tentang Pedoman Pembenhrkan Produk Hulnrm
Daerah di Lingt<ungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

MEITUTUSKil.I,I

Menetapkan : PERATURAIY BUPATI TAPIN TENTAIIG PETUIIJUK
PELIIKSANAAIT PA.'N( RTIII,IIUE DI KABI'PATEIT
TAPIN.

12.

13

t4.

15.

16.

ol.
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BAB I
K TENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalcsud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintatr Daeratr adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarr
pemerintatran yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati addah Bupati Tapin.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah addah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr
Kabupaten Tapin.

5. Kas Umum Daeratr adalah tempat penyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar selumh pengeluaran
daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi hrgas tertentu dibidang
perpajakan daeratr sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk
susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tqjuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau
badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinilsnati oleh umum.

8. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

10. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran
nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

11. Nilai JuaI Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut sebagai
NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik
atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/haqa beli barang
reklame, kontnrksi, instalasi listrik, ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan,
transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai
dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan,
ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diiljinkan.

12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disebut
NSPR adalatr ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan
reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut
pandang reklame.
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13.

14.

15.

L6.

t7.

Lokasi adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan
kreteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi
kawasan khusus, prrsat bisnis/pusat kota, yang berada -i *itay"r,
Kecamatan di luar kawasan khusus.
Kelas Jalan adalah Komponen NSPR, yang perhihrngannya
berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan iegara,
jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
Sudut Pandang Reklame adalatr Komponen NSPR, yang
perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang
reklame yang dipasang.

Reklame Megatron/Videotron adalalr Reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT,
LCD, dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan
dengan menggunakan teknologi multimedia.

Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan logam/aluminium /plat besi dan/atau bahan
lain sejenisnya dengan memakai tiang kontruksi atau tiang
penyangga yang telah disediakan/ berdiri sendiri.

18. Reklame Baliho adalatr Reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan batran dari kayu tipis/triplek atau
bahan lain yang sejenis.

20.

Reklame Papan/Papan Merk/Papan Nama/Neon Box/Tine Plate
adalah Reklame yang diselenggarakan dengan rnenggrrnakan
bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau
bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang
telah disediakan.
Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan batran kain atau bahan lain yang sejenis.

Reklame Melekat/Poster adalah Reklame yang berbentuk
lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau
dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak
lebih dari 200 (dua ratus) cm2 perlembar.
Reklame Selebaran adalatr Reklame yang disebarkan,
diberikan atanr dapat diminta dengan ketentuan tidak
untuk diternpelkan atam ditempatkan pada kendaraan
berrnotor.
Reklame Kendaraan adalatr Reklame yang diselenggarakan
dengan cara ditempelkan atau diternpatkan di kendaraan
bermotor.
Reklame Udara adalall Reklame yang diselenggarakan di
udara dengan menggunakan media balon gas.

Reklame Apung adalatr Reklame yang diselenggarakan
diatas air dengan rnenggunakan media balon atau media
lain yang sejenis.

22.

19.

21.

23.

24.

25.
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26.

27.

30.

28.

29.

Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan
suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat
apapun yang dapat didengar oleh orang.
Reklame Film/ Slide adalah Reklame yang diselenggaran
dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film,
ataupun bahan lain yang sejenis dengan ihr, sebagai alat
untuk diproyeksikan dan atan: dipergunakan pada layar
filrn/ slide.
Reklame Peragaan adalatr Reklame yang diselenggarakan
dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau
tanpa disertai suara.
Pembulman adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyeratran barang atau jasa, yang dittrtup dengan
menJrusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi pada setiap talrun pajak berakhir.
Pemeriksaan adalatr serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolatr data, keterangan, dan/atau bUkti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksa€ul untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

31.

BAB II
NILAI SEUIA RTKLAMT

Baglan Kesatu

Tata Cara Perhitungan l[tl,al Sewa Reklane

Pasal 2

Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut :

Nilai Sewa Reklame
Keterangan :

= AXB

A = luas rnateri reklame adalatr luas rn" (panjang x lebar)
bahan yang digunakan untuk reklame;

B - tarif jenis reklame.
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Pasal 3

Tarif Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah
penjumlahan dari NJOPR dan NSpR.

Pasal 4

dimaksud dalam pasal 3, dihitung
selumh biaya yang dikeluarkan oleh

lenggara reklame sesuai tabel berikut :

Pasal 5

rysPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditentukan oleh
fakton :

a. lokasi; dan

b. kelas jalan dan sudut pandang.

Pasal 6

Lokasi 
- 
sebagaimana dimaksud dalam pasal s huruf a,

ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus, terdiri dari :

1. Jalan Nasional/Negara;

No. Jenis Reklame Satuan Masa
Pajak

NJOPR
(Rp.)

t. megatron/ uid.eotron m2 3 bulan 3.900.000
2. billboard m2 3 bulan 384.000
3. baliho m2 3 bUtan 364.000
4. reklame papan/ neon box

dan seienisnya
fla2 3 bulan 332.000

5. reklame beq'alan
termasuk pada
kendaraan

m2 3 bulan 520.000

6. melekat / p o ster / p amplet
/stiker

nm 1 bulan 234.OOO

7. selebatan/broSijf nm 1 bulan 60.000
8. balon udara buah I bulan 3.900.000
9. apung buah 1 bulan 500.000
10. kain/spanduk/umbul-

umbul/ban:tner
rrr2 14 hari 120.000

11. reklame stlara hari 7 hari 195.OOO
12. reklame filml slide hari 7 hari 195.000
13. P€raq4"r, satu kali t hari 75.OOO
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2. Jalan Provinsi; dan

3. Jalan Kabupaten.

b. Pusat Kota/hrsat Perdagangan, terdiri dari :

1. Rrsat Kota dengan batasan seluruh Kawasan Pusat Kota
Rantau di luar Kawasan Khusus;

2. Pasar Keraton Rantau, Pasar Lama Rantau, Pasar Binuang, dan
Pasar Tambarangan; dart

3. Tempat-tempat perdagangan, yang terdiri dari Pasar-Pasar yang
berada di Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 hurrrf b,
ditetapkan sebagai berikut :

a. Nasional/Negara;
b. Jalan Alteri (Jalan Provinsi); dan

c. Jalan Kolektor (Jalan Kabupaten/Lingkungan).

Pasal E

(1) Sqdut paldang sebagaimala dimaksud Pasal 5 hul-Lf b,
ditetapkan sebagai berikr:t :

a. sudut pandang 1;

b. srrdut pandang 2;

c. sudut pandang 3; dan

d. sudrrt pandang 4 ata'u lebih.

(21 Penetapan indeks untuk kelas jalan ditentukan oleh
jurniah strdut paldang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kelas Jalan Nasional/Negara:
1. sudut pandang 1, diberi indeks 2;

2. sudut pandang 2, diberi indeks 2,4;

3. sudrrt pandang 3, diberi indeks 2,6; dan

4. srrdut pandang 4 atau lebih diberi indeks 2,8.

b. Kelas Jalan Propinsi :

1. srrdut pandang 1, diberi indeks 1,5;

2. sudrrt pandang 2, diberi indeks 1,6;

3. srrdut pandang 3, diberi indeks 1,7; dan

4. srrdut pandang 4 atau lebih diberi indeks 1,8.
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c. Kelas Jalan Kabupaten/Lingkungan :

1. srrdut pandang 1, diberi indeks 1 ;

2. srrdrrt pandang 2, diberi indeks 1,2;

3. sr.ldut pandang 3, diberi indeks 1,3; dan
4. sudut pandang4 atau lebih diberi indeks i,4.

Pasal 9

(1) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, ditentukan dengan Nilai Lokasi ditambah dengan
Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang.

(2) Nilai L,okasi dihitung dalam rupiah persatuan m2 atau buatr
dengan rincian sebagai berikut :

a. Kawasan Ktrusus sebesar Rp. 75O.000,00 (ttrjuh ratus lima
puluh ribu rupiah); dan

b, Pr.rsat Kota./Pusat perdagangan sebesar Rp. 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang dihitung dalarn
rupiah persatu an m2 atau buah, perolehannya adalah hasil
perkalian indeks dengan NJOPR.

Pasat 10

(1) Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan
sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5,
ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

NSPR = Nilai Lokasi + (Nilai Kelas Jalan dan Sudrrt
Pandang);
Nilai L,okasi + (Indeks x NJOPR).

(21 Rrrmr-rsan Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku untuk jenis reklame yang terdiri dari :

a. megatron/videotron;
b. billboard; dan
c. reklame paparr/ ncorl"boxdan sejenisnya.

(3) Perhitungan NSPR rrntuk jenis reklame selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, ditetapkan dengan rumusan
sebagai berilnrt :

NSPR = SOokxNJOPR,

(4) Jenis reklzime yting menggunakan rumusan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3), terdiri dari :
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a.

b.

c.

reklame kain;
reklame melekat / poster / pamflet, striker;
reklame selebaran / brosur;
reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
reklame udara;
reklame apung;
reklame suara;
reklame fiLm/ slide; darr
reklame peraga€rn.

Bagten liedua
Penetapaa Ntlal Sewa Re&lame

PaBaI 11

(1) Hasil Perhitungan NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal l0 merlpakan Tarif Jenis Reklame,
yang dijadikan sebagai dasar pengali untuk penetapan Nilai
Sewa Reklame.

(21 Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan
penetapan 4 (empat) kali dari nilai sewa reklame rrntuk masa
pajak e jtiga) bulan.

(3) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagairnana dimaksud pada
ayat (21 dapat ditetapkan melalui periodesasi masa pajak
sesuai dengan Ijin Penyelenggaraan Reklarne.

(41 Tagihan Pajak Reklame dilakukan dengan menggunakan
media Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Nota Perhitungan
dan Surat Setoran Pajak Daeratr (SSPD).

(5) Untuk memudatrkan dalam penerbitan media
sebagairnana dimaksud pada ayat (4), maka penetapan tarif
jenis reklame secara sistematis berpedoman ssbagairnalra
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III
dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Cara Perhittrngan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1O ayat (4), berpedoman sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peratrrran Bupati ini.

d.

e.

f.

ob'

h.

i.
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EAB IIi
MASA PA.'AK RTKLA}IE

Pasal 12

(1) Jangka walctu 3 (tiga) bulan takwim untuk :

a. reklame p.apmt/ billboard/ uideotronf megatron/ dan
sejenisnya; dan

b. reklame berjalan, terrnasrrk pada kerrdaraan.

(2) Jangka waktu 1 (satu) bulan takudm untuk :

a. reklame melekat/poster/pamphlet, sticker;
b. reklame selebaran/brosur;
c. reklame balon udara; dan
d. reklame apung;

(3) Jangka waktu 14 (empat belas) hari takrvim untuk reklame
kain (spanduk, umbul-umbul, banner).

(4) Jangka waktu 7 (tt{uh) hari tak\ dm untuk :

a. reklame srrara; dan

b. reklame filmlslide.

(5) Jangka waktu 1 (satu) hari talsrdm untuk reklame peragaan.

BAB IV

TATA CARA PELI\KSANAAN
PEITGEIPTITAIY PA"'AIT RTKLIIME

Pasal 13

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame meliputi :

a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan dan pembaya.ran;

c. penyetoran;
d. angsuran dan penundaan;
e. penagihan; dan

f. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
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Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasai 14

(1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana
pemasangan reklame ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daeratr sebelum dilaksanakan
pemasangan reklamb.

(21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dilakukan sebagai beriktrt :

pada ayat (1)

a. penyelenggua/penanggungjawab atau kuasanya,
mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr;

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :

1. foto copy identitas dari pemohon (l(TPlSIM/Pasport);

2. foto copy identitas Badan Usaha/Perusatraan/
SIUP/ Domisili usatra;

3. foto copy Surat Ijin Penyelenggaran
Reklame/Surat Keterangan Proses Perijinarlafl;

4. gambar, isi ringkas reklame dan denatr lokasi
pemasangan; dan

5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan surat
izrn lain yang terkait dengan bidang usatra reklame
dari instansi benrrenang.

c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeralr
memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 15

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada
pada formtrlir pendaftaran Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr menerbitkan Kartu
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
kepada pengrrsatr a- / penanggungjawab atau kuasanya
sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

(1)

(21
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Bagian Kedua
Penetapan dan Pemba5raran Pqfak

Pasal 16

(1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan Jabatan
atau olficial assessment.

(21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau
pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya
pajak terutang dalam suatu masa pqiak sesuai dengan
ketenttran peraturan perlndangan-undangan dengan
mengeluarkan Surat Ketetapan Pqiak Daeratr (SKPD), Surat
Tagihan Pqiak Daerah (STPD), atau dolmmen lain yang
dipersornakan,

(3) Surat Ketetapan Pqiak Daeratr (SKPD) ditandatangani oleh
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah atau pejabat yang diflrnjuk.

(41 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
rnenerbitkan;
a-. Surat Ketetapan Pqiak Daeratr (SKPD);

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah L€bih Bayar (SKPDLB); dan

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Pasal 17

(1) Pembayaran Pajak Reklame temtang dilalrukan Paling lama
15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pajak.

(21 Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur,
maka batas waktu pembayara.n jatuh pada hari kerja
berikutnya.

(3) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daeratr atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati.

(41 Pembayaran Pajak harrs dilakukan sekaligus atan: lunas.

(5) Apabila pembayaran Pajak terhutang dilakukan setelah
jatrrh tempo pernbayaran sebagairrrana dirnaksr.rd pada
ayat (1), dikenakan bunga keterlarnbatan sebesar 29lo
(dua perseratus) perbulan untrrk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh ernpat) bulan, dan ditagih dengan
Srrrat fagihan Pajak Daerah (STPD).
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(1)

(2t

Pasal 18

Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT), dan Srrrat Tagihan Pajak Daerah
(STPD), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pdak terutang dalam Sr.rrat Ketetapan P{ak Daerah Kurang
tsayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daeratr Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD), yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi bempa
btrnga sebesar 2o/o ldua perseratus) perbrrlan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

Pasat 19

(1) Jumlatr Pqiak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) disetorkan ke Kas Daeratr atau Bank yang
ditunjuk dengan menggu.nakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD).

(21 Surat Setoran Pqiak Daerah (SSPD) yang sudah
ditandatangani dan dicap tertentu oleh oleh Kas Daeratr atau Bank
yang ditunjuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuagan dan Aset Daerah sebagai }aporan.

Bagian Keenpat
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasel 2()

( 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daeratr, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyar'atan yang ditentukan, dapat memberikan
persetujnan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambatran (SKPDKBT),
atau Strrat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dengan
dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) perbtrlan.

(21 Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

OL
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a. wajib pajak yang akan melalmkan pembayaran
secara angsuran maupun menunda pembayar€u1
pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daeratr Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Ta.gihan Paja.k
Daerah (STPD) yarg diajukan permotronannya;
permohon€ul sebagaimana dimaksud pada ayat (21
hunrf a hanrrs sudah diterima Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayarar yarrg
telah ditentukan;
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a ha:rrs melampirkan rincian utang pajak
untuk masa pajak atau tatrun pqiak yang
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung
diajukannya perrn ohonan ;

d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran
mauprrn penundaan pembayaran yang disetujui
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daeratr dituangkan dalam Surat Keputusan, baik
Surat Keptrtrrsan Pembayaran secara angsuran
mampun penundaan pembayaran yang ditandatangani
bersama oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan Wajib Pajak yang
bersangkutan;

e. pembayaran angstrran diberikan paling lama unttrk
10 (seprrhrh) kali angsuran dalam, jangka waktu 10
(sepuluh) bulan terhitrrng sejak tanggal Surat
Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daeratr berdasarkan alasan Wajib Pajak yang
dapat diterirna;

f. penundaan pembayar€rn diberikan untuk paling
lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh
tempo pembayaran yarlg termuat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan alasan Wajib
Pajak yang dapat diterirna;

g. pembayaran €rngsuran atau penundaan pembayarana
dikenakan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) perbulan;

14,
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h. perhitungan untuk pembaya.rarr angsuran adalatr
sebagai berikut :

1. perhitungan sanksi btrnga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa €urgsu.ran adalah hasil penglrr€rngatL
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan
diangsur, dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angslrran adalah hasil pembagian
antara jumfah pajak terltang yang akan
diangsur, dengan jumlah bulan €rngsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah
sisa angsarran dengan bunga sebesar 2o/o (dua
persen);

5. besarnya jtrmlah yang harus dibayar tiap
bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran
ditambah dengan bunga sebesar 2%o (dua persen).

terhadap jumfah zurgsuran yang hanrrs dibayar
tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran
lagr, tetapi hartrs dilunasi tiap bulan;
perhitungan untuk penundaan pembayaran adatatr
sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh
jumlah p4iak temtang yang akan ditunda, yaitu
hasil perkalian antara btrnga 2 o/o (dua persen)
dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan selumh jumlah utang pajak yang akan
ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah
selumh jumlah utang pajak yang ditunda,
ditambatr dengan jumlah bunga 2 o/o (dua persen)
sebulan;

3. penundaan pembayaran hams dilunasi sekaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan
yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

terhadap Wajib Pajak yang telah mengajrrkan
permohonan pembayaran secara angsuran, tidak
dapat mengajtrkan permohonan penundaan
pembayaran rrntuk surat ketetapan pajak yang sanra.

I

J

k.
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Bagian Kelima
Tata Cara Penaglhan

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dapat menerbitkan surat Tagihan ea3ak Daerah
(STPD) apabila :

a. pajat( reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. dari hasil penelitian Surat Ketetapan pajak Daerah
(SKPD) terdapat kekura,ga' pembayaran sebagai
akibat sdatr hrlis dan/atau salah hihrng;

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
benrpa denda atau bunga.

(21 Jumlah kekurangan pajak yang tenrtang dalamsurat Ketetapan Pqiak Daeratr (sKpD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a dan hurrrf b, aitamuarr
dengan sanksi administrasi berrrpa bunga sebesar Z o/o

(dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama lS (lima
belas) bulan sejak saat tenrtangnya pajak

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jahrh
ternpo pembayararr atau terlambat dibayar dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua
perseratus) perbulan dan ditagih dengan Surat Tagrhan
Pajak Daeratr (STPD).

Pasel22

(1) psnagihan pqiak dilakukan terhadap pajak yang
terutang dalam Strrat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
Pembettrlan, Surat Keprrttrsan Keberatan dan putusan
banding yang tidak atau kr:rang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran.

(21 Ketentuan mengenai pelaksanaan penagrhan pajak
dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-rrndangan.

(3) Pengajuan keberatan oleh ttrajib Pajak atau Penanggung
P4iak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan
penagihan pajal< dengan Surat Paksa.
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Baglan Keenam
Tata Cara Penguraagan, Kerlnganan

dan Pembebasaa Pqfak

Pesal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak.

(21 Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada
Brrpati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya L4 (empat
belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-
l,nrrangnya dilarnpiri oleh :

a. besarnya pajak tenrtang;
b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung

oleh keterangan/bukti sah dari yiltg benvenang dan
bagi Wajib Pajak Badan Usaha hanr.s melampirkan
laporan keuangan yang sah;

c. pemberian persetujtlar. selama-lamanya 3 (tiga) bulan
sejak permohonan Wqiib Pqiak diterirna dengan
ketentuan : .

1. pengu.rangan maksirnal 5oo/o (lima puluh perseratus) dari
besarnya pajak temtang;

2. keringanan bempa pelunasan pajak selama-lamanya
1 (sattr) tahun.

(3) Apabila setelatr lewat waktu 3 ( tiga ) bulal, Bupati tidak
memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagairnana
dimaksud pada ayat (21.

BAB V
KEBERATAN DAIY BANDIIIG

Baglan Kesatu
Keberatan

Pasaf 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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(1)

(21

(3)

(41

Pasal 25

Penyelesaian keberatan atas Sura Ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr
dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah
ketetapan pajak (pokok pajak berilnrt sanksi administrasi).

Dalam hal Wajib Pajak meng4iukan keberatan untuk
Surat Ketetapan Pajak yang telatr dilaktrkan tindakan
penagrhan pajak dengan Srrrat Paksa, diselesaikan melalui
Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.

Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daeratr.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak
hartrs memenrlhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus
dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak
tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh
Wajib Pdak, dan dalam hal permohonan keberatan
dikuasakan kepada pihak lain harls dengan
melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan unttrk sahr
surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pqialc
atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;

e. perrriohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak
diterima oleh Wajib Pajak, kecudi apabila Wajib
P4jak dapat menunjukkan batrwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di hrar
kekuasaannya;

Rrsal 26

(1) Pengajtran keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (41, tidak
dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidal<
dipertimbangkan.

ol^
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(21 Dalam hal pengajrran keberatan yang belum memenuhi
persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (41 huruf e,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daeratr dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi
persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajtran keberatan tidak menrrnda
dan pelaksanaan penagihan pajak
peraturan pertrndang- undangan.

kewajiban membayar pajak
sesuai dengan ketentuan

(1)

(21

Pasel 28

Dalam jangka waktu paling larna 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal srrrat keberatan diterima, Bupati ha::us memberikan
Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,
yang dituangkan dalam Surat Keputusart Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa rnenerima selrrnrhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telatr lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban,
maka keberatan yang diajtrkan Wajib Pajak dianggap
dikabulkan.

Keputrrsan keberatan tidak mengtrilangkan hak Wajib Pajak
untuk mengajukan pennohonan men gangsur pembaya.ran.

Pasal 29

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan
pemeriksaan lapangan maka Bupati dapat meminta
kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan
lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaana Pajak Reklame.

(3)

(41

(1)
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(1)

(21

(21 Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan
pemeriksaan lapangan, Bupati dapat memerintahkan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr agar
berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk
mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan
Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalarn laporan
hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

(3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dapat membenhrk Tim Pertimbangan
Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam
rangka pembahasarl keberatan pajak.

Pasal 3()

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah karena jabatannya atau atas permohonar Wajib
Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan
Pajak Reklame yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan
tentang Pajak Reklame.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tra-rrrs disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pqiak
kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daeratr paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan
memberikan alasan yang jelas.

Baglan Kedua
Bandlng

Pasat 3i
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan
mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuknya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan secara tertulis dalarrr bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan
dilampirkan salinan dari Surat Keputrrsan tersebrrt.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagrhan
pajak.

(1)

(2t

(3)

ol
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Pasel 32

(1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat
banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan
Pencabutan kepada Pehgadilan Pajalt.

Surat Pernyataan

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dihapus dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal Surat
Pernyataan Pencabutan , diajukan sebelum sidang
dilaksanakan;

b. putrrsan Mqielis/Hakim Ttrnggal melalui pemeriksaall
dalam hat surat pernyataan pencabutan diajukan
dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan
atau putrrsan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat diajukan kembali.

BAB VI
PEITUTI'P

Pasal 33

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 hlopember ?.o15

KABI'PATEN TAPIN,

(41

2015
Ditetapkan di Rantau
pada tarrggal 25 Notrrmber

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 5r



IAMPIMN I PERATI'RAN BI,PAfi TAFIN
NoMoR :r0 TffiN. 2015
TANGGAL :29 I0PISISEE 2Oi 5

TARE IIIlArfOi DATAT 8AJII'AI UXI'RAX !f Dr']CAf, IIEA PA'AA 3 tTIGAI rr'r.Ar

NO LOI(ASI KEI.AS JALAN
SUDUT

PAI{DANG
MI,AI

I.OKASI TNDEKS NJOPR
NILAI KEI,AS
JALAN DAN

SUDUT PANDANG
NSPR

TARIF JEMS
REKI,AME
(PER Mr)

TARIF PAJAK
REKLAME
(PER M1

16){7t (5+81 17 + 9l14 'fiO x2oo/ol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 I(awasan Khusus Jalan Negara I 750,000 2 3.900.0oo 7.800.ooo 8.sso.ooo 3.112.500 622,500

2 750.000 2.4 3.900-ooo 9.360,OO0 10.110,OO0 3,502,500 700,500
3 750.000 2.6 3.900.000 10.140.000 ro.890.000 3.697.500 739.500

4> 750,ofr) 2.8 3,900.0oo 10.920.OO0 11.670,000 3,892,500 778,500
Jalan Provinsi I 750.000 1.5 3.900.ooo s.8so.ooo 6.600.000 2,625,OW 525,OOO

2 7so,000 1.6 3.900.000 6.240.000 6.990.OO0 2.722.500 544.500
3 750,000 1.7 3.900.ooo 6.630.O0O 7.380.OOO 2.820,000 564,OOO

4> 750.OOO 1.8 3,9OO,OOO 7,O2O,OOO 7.770.OOO 2,917,5@ 583,500
Jalan tGbupaten I 600,000 I 3.900.ooo 3.900.o0o 4.500,ooo 2.100,ooo 420.OOO

2 600.000 t.2 3.900.oo0 4.680.OOO 5.280,000 2.295,000 45g,OOO
3 600.000 1.3 3.900.0oo s.o70.ooo 5.670,000 2,392,500 478.500

4> 600,000 1.4 3,900.0oo 5.,160.OOO 6.060.OOO 2,49O,000 498,O@
2 R.rsat Kota/ Perdagangan Jalan Negara 1 650,OOO 2 3.900.0oo 7.800.ooo 8.450.000 3,087,500 617.500

2 650,OO0 2.4 3.900.oo0 9.360.000 10.010.00o 3.477.500 695.500
3 650,0@ 2.6 3.900,oo0 10.140.000 ro.790,o00 3.672.500 734.500

4> 650.000 2.8 3,900,0oo 10,920,O00 11.570.OOO 3,867,500 773,500
Jalan Provinsi I 650.OOO 1.5 3,900.0o0 5.850,OOO 6.500.000 2.600.oo0 520.OOO

2 650.OOO 1.6 3.900.oo0 6.240.OOO 6.990,000 2.697,500 539,500
3 650,OOO t.7 3.900.0oo 6.630.000 7.280.OOO 2,79s,OOO 559,OOO

4> 650,000 1.8 3.900.oo0 7-O20-fi)O 7.670,000 2,gg2,5OO 578.500
Jafar Kabupaten 1 650.000 1 3.900.0o0 3.900.000 4.5s0.O00 2-112.500 422,fiO

2 650.OOO 1.2 3.900.oo0 4.680.0O0 s.330.o00 2.307.500 461.500
3 650,OOO 1.3 3,900.0oo 5.070.000 5.720.O00 2.405.000 481.OOO

4> 650,000 1.4 3,900,ooo 5,460,000 6,l10,ooo zso2"500 500,500

I



I.,AMPIRAN II PERATIJRAN BUPATI TAPIN
NOMOR
TANGGAL

:JO TAi{mt 2A1 5

: 25 IOPEl.lBEd ZO15

TARrF BIIIBOARD DALAil SATUAIT IIKITRAII U2 DEilGAT UASAPATAI( 3 (TIGAI BITL,AIT

Kawasan Khusus

Pusat Kota/ Perdagangan

1,197,600



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NoMoR : lO TEIUII zOr 5
TANGGAL :25 I,DPBiBEr 2Oj 5

TARm BALrcIro DALAU SATUAL UKURAII lt' OpXCer UASA PA.rAx 3 |TIGAI BITLATI

NO I.OKASI KEI,AS JALAN
SUDUT

PANDANG
NII.AI

I,oKASI INDEKS NJOPR

NII"AI KELAS
JAIAN DAN

SUDUT
PANDANG

NSPR

TARIF JENIS
REKI,AME
(PER M')

TARIF PAJAK
REKI,AME
(PERM')

|6){7l (5+8) ff +9v4 tlo x 2O%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Kawasan Khusus Jalan Negara 1 750,000 2 364,000 728,OOO 1,478,0O0 460,500 92,100
2 750.OOO 2.4 364,000 873.600 1.623.600 496.900 99.380
3 750.000 2.6 364.OOO 946,400 1.696.400 515,100 103.O20

4> 750,OOO 2.A 364,O0O 1.o19.200 1.769.200 533.300 106.660

Ja]an Provinsi I 750.OOO 1.5 364.OOO 546,000 1,296,0O0 415.000 83.OOO

2 750,0O0 1.6 364,O@ 582.400 1.332.400 424.tOO 84,820
3 750,OOO t.7 364.O00 618.800 1.368.800 433.200 86,640

4> 750,OOO 1.8 364.000 655.200 1.405.200 442-300 88.zt6o

Jalan Kabupaten t 600,ooo 1 364,OOO 3&,OOO 964,O00 332.000 66.400
2 600,000 L.2 364.OOO 436,8O0 1.036.800 350,200 70,040
3 600,ooo I 364.OOO 473.2o,0 1.O73.200 359,300 71,860

4> 600,ooo t.4 364.OOO sog.600 1.109.600 368.400 73,680

2 Pusat Kota/ Perdagangan Jalan Negara 1 650,000 2 364,0@ 728,OOO 1.378.0OO 435,500 87.100
2 650,OOO 2.4 364.OOO 873.600 1.523.600 471.90,0 94.380
3 650.OOO 2.6 364.OOO 946.4o,0 1-596-400 490.100 98,O20,

4> 6s0.000 2.8 364.O00 1,O19,200 1,669,200 5O8,3OO 101,660

Jalan hovinsi 1 650,O00 1.5 364.OOO 546.OO0 r.r96.000 390,000 78.000
2 650,000 1.6 364.OOO 582.400 r.232.4@ 399,100 79.A20
3 650,OOO t.7 364.OOO 618.800 1.268.800 408,200 8r.640

4> 650,OOO 1.8 364,OOO 655,200 1.305.200 4L7,300 83,460
Jalan Kabupaten I 650,00o 1 364.000 364.OOO 1.O14.OOO 344.500 68.900

2 6s0.000 1.2 364.OOO 436.800 l-086.800 362.700 72.540
3 650.000 1.3 364.000 473.2o,o, r-123-20,0 371,800 74.360

4> 650.OOO t-4 364,000 509,600 1,159,600 380,9010 76,180

S



I.AMPIR]TN W PERATI,'IRAN BI'PATI TAPIN
NOMOR : lo IEfin\I zo15
TANGGAL : 25 iDPEximtr 20]

TAnT PiPAIl nlSI XI ll]I.o slof,' tEOtrUOX, Alf,E TT.ATEI DAt PAPAT IiRN DAT.AI SATuAIT,UXUIAI f, DGtrGAr IAaA PA,Att 3 EtoA| rULAr

NO I..oKASII KEIITSJAIAN SUDUT
PANDANG

NII.AI
I.OKASI

INDEKS NJOPR

NIT.AI KEI,AS
JAI,AN DAN

SUDUT
PANDANG

NSPR
TARIFJENIS

REKI,AME
TARIFJENIS

REKI..AME

t6x7l 15+81 (7 + 9114 (LO x2Oo/ol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I I(awasan Khusus Jalan Negara 1 750,fi)o 2 332.OOO 664,000 l.4l4.ooo 436.500 87,300

2 750,000 2.4 332.OOO 796,800 1.546.800 469.70,0 93.940
3 750,O00 2.6 332.OOO 863,200 1.613.200 486,300 97,26U.

4> 750,O00 2.8 332,OOO 929,600 1,679.600 502,900 100.580
Jalan Lrovinsi 1 750,U)O 1.5 332,000 498,OOO 1.248.000 395,(X)O 79.OOO

2 750.000 L.6 332.OOO 531,200 1.281.2W 403-300 80,660
3 750.O00 1.7 332.OOO s64,400 1.314.400 4l1.600 82,320

4> 75O,O0O 1.8 332.OOO 597,600 1,347,6@ 419.900 83,980
Jalan Kabupaten 1 600,o00 I 332.000 332.OOO 932,OOO 316.000 63-200

2 600,(x)o t.2 332.000 398,400 998;4OO 332.600 ffi-520
3 600,(Do 1.3 332.OOO 431,600 1.O31:6O0 340.900 68,180
4> 600.ooo t.4 332,000 464.800 I,O64;8O0 349,200 69,E40

2 hrsat Kota/ Perdagangan Jalan Negara I 650.000 2 332,000 664.OOO 1.3l4.OOO 411.500 E2.300
2 650.ofi) 2.4 332.OOO 796,8N 1.446:8OO 444,7N 88.940
3 650,(x)0 2.6 332.OOO 863,200 1.513.200 461.300 92,260

4> 650,(x)o 2.8 332,OOO 929,600 1.579.600 477,9OO 95,580
Jalan Provinsi I 650,000 1.5 332.OOO 498,OOO 1.148-OOO 370.OOO 74,NO

2 650,o00 1.6 332,OOO 531.200 1.rE1.200 378.300 75,660
3 650,OOO L.7 332,OOO 564,400 1,2t4.400 386,600 77-320

4> 650,U)O 1.8 332,OOO 597.600 1.247.6@ 394,9(X) 78,980
Jalan l(abupaten I 6so.000 1 332,OOO 332.OO0 982,OOO 328.500 65.700

2 650,O0O 1.2 332.OOO 398.400 1.O48:4OO 345.rOO 69.020
3 650,O00 1.3 332.000 431.600 1.o81.600 353.400 70.680

4> 650,000 1.4 332.000 464,800 1,114.800 361,7OO 72,340



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI.TAPIN
NOMOR i 30 TIJ{UN zo15
TANGGAL i 25 ]IOPEI.IBEII 2015

TARIT JEMS RTKL/TUE

NO JET.IIS REKLAME SATUAN UKURAN NJOPR
NSPR

NJOPR X 5O%)
NSR

TARIF PA.IAK
REKI"AME MASA PAJAK

(a x 50%) (4+s) 16 x2Oo/ol

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Reklame Kendaraan M2 130.O00 65,OOO 195.OOO 39.OOO 3 Bulan
2 Selebararr RiIfiI 60.000 30.ooo 90.ooo 1g.ooo 1 Bulan
3 Melekat/ Poster/ Pamflet Rim 234.000 117.OOO 351.OOO 70,200 I Bulan
4 tsalon Udara Buah 3,900.o0o 1.950.OOO 5.850.OO0 1.170.O0O I Bulan
5 Reklame Apune Buah 500.ooo 250.OOO 750.O00 150.OOO 1 Bulan
6 Kain/Spanduk/Banner M2 120.OOO 60.ooo 180.O00 36.OOO 14 Hari
7 Suara Hari 195.000 97.500 292,500 58.500 7 Hari
8 Film/Slide Hari 195,OOO 97.500 292,500 58,500 7 Heri
9 Feragaan Satu Kali Peragaan 75,000 37,500 112,500 22,500 f Hari


